
WALIKOTA MOJOKERTO 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 34 TAHUN 2010 

TENT ANG 

PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2011 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang a. bahwa Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan· 
Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, menyatakan apabila Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) sampai batas waktu yang ditetapkan tidak 
mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap 
rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD), Kepala Daerah melaksanakan 
pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun 
anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan 
yang disusun dalam rancangan peraturan Kepala Daerah 
tentang APBD ; 

b. bahwa berhubung sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 
DPRD Kota Mojokerto belum memberi persetujuan terhadap 
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah dibahas, 
maka untuk memperoleh persetujuan Gubernur Jawa Timur guna 
melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rancangan 
Peraturan Walikota Mojokerto tentang Penggunaan APBD 
Tahun Anggaran 2011. 

Jl. Gajah Mada No. 145, Mojokerto 
Telp. 0321-321750, Fax. 0321-397345 
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1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 

Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- 
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan 
Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421 ); 
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9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojokerto (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4574); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistim lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11 O); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593); 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah , 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Namor 4693) ; 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelalaan 

Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Namor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Namer 4738) ; 

27. Peraturan Pemerintah Namor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor4741); 

28. Peraturan Presiden Namor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan 

Tenaga Kependidikan; 
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Namar 13 Tahun 2006 tentang 

Pedaman Pengelalaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 59 Tahun 

2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedaman Pengelalaan Keuangan 

Dae rah; 
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang 

Pedaman Pengelalaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 37 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2011; 
32. Peraturan Daerah Kata Mojakerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang 

Pokok-pakok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kata Majakerta Namor 5 
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kata 

Mojokerto Namor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pakak Pengelalaan 

Keuangan Daerah; 

33. Peraturan Daerah Kata Mojakerta Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; 
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34. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2010. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENGGUNAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2011. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 
sebagai berikut : 

1 . Pendapatan Daerah 

2. Belanja Daerah 

Surplus I (Defisit 

Rp 387.808.605.750,00 

Rp 419.194.665.467,66_ 

Rp (31.386.059.717,66) 

3. Pembiayaan Daerah : 

a. Penerimaan Rp 35.261.059.717,66 

b. Pengeluaran Rp 3.875.000.000,00 

Pembiayaan Netto Rp 31.386.059.717,66 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp 0,00 

Pasal2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri 

dari: 

a. Pendapatan asli daerah sejumlah Rp 33.058.282.350,00 

b. Dana perimbangan sejumlah Rp 296.744.684.700,00 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah 

Rp 58.005.638.700,00 

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pajak daerah sejumlah Rp 6.906.700.000,00 

b. Retribusi daerah sejumlah Rp 19.114.724.350,00 

c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah 

Rp. 1.650.000.00,00 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah 

Rp 5.386.858.000,00 
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(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Dana bagi hasil sejumlah Rp 36.732.721.700,00 

b. Dana alokasi umum sejumlah Rp 244.969.563.000,00 

c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp 15.042.400.000,00 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Hibah sejumlah Rp 29.289.113.800,00 

b. Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah 

lainnya sejumlah Rp 25.018.014.300,00 

c. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah 

lainnya sejumlah Rp 3.698.510.600,00 

Pasal3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja tidak langsung sejumlah Rp 185.898.977.167,66 

b. Belanja belanja langsung sejumlah Rp 233.295.688.300,00 

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a terdiri atas jenis belanja : 

a. Belanja pegawai sejumlah Rp 151.025. 778.600,00 

b. Belanja subsidi sejumlah Rp 150.000.000,00 

c. Belanja hibah sejumlah Rp 12.531.660.000,00 

d. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp 19.478.776.000,00 

e. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp 500.000.0000,00 

f. Belanja tidak terduga sejumlah Rp 2.212.762.567,66 

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja pegawai sejumlah Rp 25.593.365.000,00 

b. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah Rp 

106.732.710.850,00 

c. Belanja modal sejumlah Rp 100.969.612.450,00 
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Pasal4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri 

dari: 

a. Penerimaan sejumlah Rp 35.261.059.717,66 

b. Pengeluaran sejumlah Rp 3.875.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 

jenis pembiayaan : 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 

(SILPA) sejumlah Rp 34.161.059.717,66 

b. Penerimaan kembali 

Rp 1.100.000.000,00 

pemberian pinjaman sejumlah 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

dari jenis pembiayaan : 

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah 

Rp 2.000.000.000,00 

b. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp 1.875.000.000,00 

Pasal5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, 

terdiri dari : 

1. Lampiran I 

2. Lampiran II 

3. Lampiran Ill 

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Dae rah; 

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi SKPD; 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi 

SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
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Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan 

dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 
Negara; 

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan 

dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan 

Per Jabatan; 

7. Lampiran VII Daftar piutang daerah; 

8. Lampiran VIII Daftar pernyertaan modal (investasi) daerah; 

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahaan dan Pengurangan 

Aset T etap Daerah; 

10. Lampi ran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan 

asset lainnya; 

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran 

sebelumnya yang belum diselesaikan dan 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan 

13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; 

Pasal6 

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota 

Mojokerto ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan 

anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

Pasal7 

Peraturan Walikota Mojokerto ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto 

tentang APBD Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Walikota Mojokerto 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

5. Lampiran V 

4. Lampiran IV 

6. Lampiran VI 
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Pasal8 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari 

Gubernur Jawa Timur dan diundangkan dalam Berita Daerah. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota Mojokerto ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kota Mojokerto. ' 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal 30 Desember 201 O 

Vil AtJ KOTA !f'v10JOKERTO 

ttd 

ABDUL GANI SOEHA.RTO O 

Oisahkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 31 

Nomor : 188/ 183 .K/KPTS/013/2010 

Diundangkan di Mojokerto 

pad a tanggal 31 Desember 201 O 

SE:KiRET.AiR1IS DAERAH :KOTA fVlOJOIKEiRTO 

ttd 

1

1r. SUYIITNO. if'v1.S1. 
Pembina Utama Madva 

NIP. 1.9580101198 503 1 031 

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 9/A 

Oesember 2010 

TIMUR 



 

sannan sesuai dengan as!inya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd 

PUDJI HARDJONO SH 
NIP. 19600729198503 1 007 


